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SIPIL MILITER
Wtk pertindak secard tepat dan tegas telah mel;
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otoriter (authoritarian-mass party conir ol). Merupak

suatu kekuasaan otoriter yang dapat perakar pada negara satu partai, di b
kepemimpinan pribadi yang kuat, tanpa lembaga parlementer. Tipe hubu,ngan a?v;.lh
militer seperti ini dinamakan: «uihoritarian mass-party coniro ", Dinegara d Sipil-
ipe nd, polsi sipil dan lembaga ParY militer kedua-duanya beroperasi sebagai e
dari militer, yang dengan sendirinya merupakan golongan Focil dgal lawan
perkembang penuh seperti Ghana, Mali dan Guinea. | an belum

Kontrol partai-massa yang
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3 Sistp?m demokrasi kompetitif atau setengah-kompetitif (democratic competiti
semt—com:vetirive systems). Pada tipe ketiga ini, peranan militer itu adalf;;rlitve and
of sm_ferezgnty” dan dibatasi pada fungsinya saja, kareni kekuatan ko .a. maﬂf
?;mﬁ demokratis seperti di India dan Malaysia dan pola hubungan Siprirllp;?ll-ltf Jur

» g -

silst:sm d::;;iisﬁzfl Slll?ll yang dapa't disebut “democratic-competitive”. 11;;33
Maroko), supremnas ISipt?ltmf 1(termasuk sistem semi-kompetitif seperti di Tunisia dan
carena (radisi koloniulptlel-zr I’illcarlli aﬂai’;lk pembatasan peranan militer untuk sebagian,
e *lier. Di negari-nogana di: " aﬂ;l t?iuat'u perasaan “self-restraint” yang Kudt
siil dun golongan yang berkuzsa, demiki pe ml'terdaput kompetisi antara lembaga
mendominasi politik domestik e pula antara partai politik 1nassa yng
Juran tertent bagi tetapi masih memungkinkan untuk menetapkan

agi kompetisi politik tersebut, npkn
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mengalilikan kekuasa

parlemen.
sejaratinya Muangthai telah mengalami unikameral dan bikam
erdl pys|

nalnya kuat, parlemen tidak pernah berbasil me
| itu. Ada beberapa kelemahan parlemen yang t‘;nghangkan
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Dalam
Walaupun posisi konslitusio
kekuasaannya yang potensii
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. cuatu lembaga baru di Muangthai dan tidak adz
mengenal Ipcranarlmya yang scbenarnyd dalam proses politik Pd pcrsemjuan
lrfcngalar?u penghinaan selama masa itu, termasuk dibekukan- _arlemen telyh
dlrcorg_amsasi dalam masa jabatannya. Pada saat yang sama itu k » dibubarkap dan,
scbagaimana lelah disinggung di atas secara implisit menun.ukliteﬂtuan konstityg;
pcrf:ayaan dari scbagian pemimpin nasional mengenai kebailjan an suatu Kelidyy.
dari anggota yang terpilih. Secara singkat parlemen tidak memplflf;a%(?bijaksanaan
I “tradition of

1. Parlemen adalah

dignity".
;;ra::l :;ln 1;21;3:;2; Izllempunyai sedikit sekali kekuatan di luar parleme
mungléin ;ua{ secara an.: ek.urangan basis dukungan dari rakyat, Angoz.[ Organisag;
nasional yang dapat nl:finzl(il dalam.d'fler.ah pemilihannya, tetapi tidalgzdaa Parle.men
dominasi yang terus m:nerusS al;a;: d'snph.n dalam parlemen. Faktor ini menorg}r;imsasi
luar biasa dari pemerimaha'n 0 e gznmermtah terhadap parlemen. Menginga)t’e abk.an
militer pada kliususnya, me ;22 dar1 'bu'okrasi pada umumnya serta “bpres'zzge
tegas. Dengan memp:er uI;gak atkan kabinet sanggup “mengatur” parleme coking
(patronage) sebagai tami ah a; a'ﬂcaman, bujukan, sogokan dan per]in dengan
sendiri, menyebabkan pe a 'an kekuasaan untuk menunjuk anggota ndungan
memaksakan disiplin bcinJ kmeflnlah @engan kekecualian yan ° Parleme.n
epada mayoritasnya, g Jarang sekali)
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untuk sebagian b - , ar1 “group parlen Qi :
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o ang men . ekutif yan : .
pemerintah, ditambah dengan Bfokong pemerintah dibina dari anggota ty & Tuar biasa di
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kurangnya ada 3 Kategori m)(()[iﬁ bémmM-macam dan golongan ini / ebab menyokong
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rintah yang beckuasa
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untuk membing sokongan

fastlitas nntuk menarik patr")l oporlung e Lk etk slongin et
. | : i, uposisi cende : an ket

v 5 T crung untuk membentuk golongan kecil

arlenien yang teg

Kekuasaan eksekutil' dar pemerintahan

, o erdiri atas u: i Kabi -
birokrasi sipil dan militer Moskipun kegy atas Perduna Menteri, Kabinet dan

dsdan uniuk membuat kebijuksanaan dipecah

administrasi, kekuasaan terakli renai
yangkatan idi . My ¢ raklhir mengena
pangangkatan, penywdikan dan pertimbangan terdetak dj tangan Perdana Menteri, Perdana

Mentent “d."‘}( han)lz{}. man.punyui kekuasaan untuk membentuk kabinetnya, di mana ia
menlpll’l’nyf;lt.\lll(perw.\l p(,)lmk lerhadgp menterinya, letapi dia melaksanukun pula “the royal
power” untuk menunjuk dun memecyt pegawai negeri yung menjadi “permanent

- dg.r Sorr ctlarie.s” Idan kepala departemen. Olely karend itu i1 dapat mengomandokan
loyalitas pribadi b;rokxat yang memegang posisi kunci (key-position),

S'ebagqllnalla halnya dengan 1ndonesia, Muangthai mempunyai kesatuan sistem
peradilan umum yang terdiri dari tiga macam peradilan umum, yaitu pengadilan negeri,
pengadilan appel dan mahikamah agung (Dika). Keadilan diatur sesuai dengan kodifikasi
hukum dan acard yang membatasi secara tepat status orang, hak milik, dsb. Hakim
dilindungi dari campur tangan yang sejauh mungkin dengan menentukan bahwa scluruh
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian hakim dilakukan oleh raja sesuai dengan
hukum dan dengan persetujuan “Judicial Commission” yang terdiri dari anggota ex officio
tertentu dan mayoritasnya oleh “the kingdom’s judges”.

Suatu hal yang pokok untuk mengerti politik di Muangthai 2dalah mengetahui posisi
organisasi administrasinya, karena “the ruling class” pada wmumnya adalah birokrasi,
sedangkan kelas perdagangan dikuasai oleh golongan asing dan diintimidasi secara politis
dan kelas sosial yang besar dan fundamentil adalah para petani yang “religions”, yang
bebas dari tekanan kemasyarakatan yang revolusioner, “frame” politiknya adalah sempit.
Pada umumnya administrasi intern sangat di-sentralisasi secara langsung, Dua unit dasar
administrasi adalah propinsi dan distrik. Ada 71 propinsi dan 411 distrik di Muangthai,
Pegawai senior di propinsi adalab gubernur dan pegawai senior di distrik adalah kepala
distrik. '

Pemimpin politik bertaraf nasional di Muangthai bukanlah merupakan pilihan rakyat,
Organisator dan pemimpin dari 3 coups besar di tahun 1932, 1947 dan 1957 telah bertindak
selaku pemimpin politik nasional. Partisipasi dalam ketiga coups tersebut teluh membuka
jalan kepadla kedudukan kekuasaan bagi seluruh pemimpin lainnya, seperti Field Marshall
Phibungsongkhram, Field Marshall Sarit Thanarat dan General Thanom Kittikachorn, Hal
ini disebabkan karena setiap coup itu adalah suatu operasi militer, di mana perwira militer
yang menguasainya. Suatu aspek pokok kepemimpinan politik yang berhasil adalah
kesanggupan untuk mengomando loyalitas militer, terufama unit angkatan darat di ibukota.
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f A l . \
fetapi hanya suiatu sistem loyalig i

U8 dyyg

palam kerangkd dusur (0 '

it ' I ' ) 11

institusi pcmcrmtalmn, klik yang -
f ) I I " ' ‘ |

pukanlah semacant justitust yilg

NIK LA -

o g tak menentl
kcslabll.un. ying t - berbagi hentuk din dibina El[fls berbagai hubungan pribyg; Y
Klik 1tn tcrd.l,r,l ‘x)lilik perpiramida duri klik ini, Tak dapal diragukan lagi bahdng
o l'rkan atas ikatan kekelargaan antara ayah-anak, SUAMI-isterj yp, .
- sl (etapi herabad-abad Taminyd Lubungan sosial yang qluusi-feofjaj di Mu;m;;ﬁ;
ku‘kak. dsts }L\ ' l] sctisi dengan ikatun kekeluirgain. Pada waktu itu loyalitas seper; Pty
im t(.)hlh bclr O'Izliol-al'1 loyalitas unit dalim kemiliteran dan berbagai bentuk loyyigg, y;m:
T, ahabatun dlah ponting di masyrakat. Muangthai, KIk dapal pula gy,
ﬁls;kidar ikatan pribadi yang murni melilui kesanggupan untullc memberikan kopr,,
prestasi berupi kekuasaan, privilege dan kckaya_au. Qlell karena nllu kekluasaan di atyg
but tergantung dari kesanggupan unluk.mcngllha.ml dun. memanipulasi pengikyt ying
uk mempromosikan, melindungi dan mempertahankan POsis;

Jangsnng. Ord .
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Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa kegagalan [.)em.impilll_sipil untuk bertingsl

secara fepat dan tegas telah melicinkan jalz.m !(epadu p.emm.lpm mlllller untuk memagyk;
lembaga sipil; hal yang demikian ini juga te.rjadl di Mumgﬂlal. Pemermtahgn yang dikasy;
oleh sipil usianya (idak lama, umumnya tidak mencapai satu lahyn, sehingga kegagalan
ini menycbabkan masuknya golongan militer ke dalam pe.merllnlalhlan dan menguagai
lembaga sipil tertinggi, jadi pemerintah dikuasai oleh suatu oligarki militer. Terakhir sekali
sebelum revolusi Oktober 1973, pemerintah Muangthai dikuasai oleh suatu rejim militer
di bawah pimpinan General Thanom Kittikachorn sebagai perdana menterinya. Akibat
suaty pemerintahan rejim militer men yebabkan timbulnya pergolakan di kalangan sipil
terutama di kalangan mahasiswa, demonstrasi mahasiswa dan pemogokan massal terjadi,
Mereka menentang pemerintahan totaliter dari rejim militer tersebut, sehingga pada bulan
Oktober 1973 yang lerkenal dengan revolusi Oktober 1973 akhirnya rejim Thanom
Kittikachorn dapat digulingkan. Demikian pula sebaliknya, pada waktu pemerintah
dikuasai olch golongan sipil, kegagalaw pemenintah sipil sangat mengecewakan rakyat
Muangthai. Menurut mereka kegagalan tersebnt disebabkan karcna pemimpin sipil selama
itu bukanlah piliban rukyat, pemimpin sipil umumnya ditunjuk oleh pemerintah (C.q.
Perdana Menteri), demikian pula pemimpin politik yang bertaraf nasional, Peristiwa
berscjarah ini akan sangat besar pengaruhnya atas pemiliban wmum tanggal 26 Januai
1975, di nranu rakyat menginginkan suatu pemerintaban yang lebih demokratis, penimpin
dipilib oleh rakyat melalui pemiliban 1rmum,
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IV, SISTEM PEMILIHAN UMUM

Dilibat dari sudut pPandangan terhadap rakyut
individu ying  bebas untuk menentukan ay
sebagai calon wakil rakyat, u¢
perhak untuk menentukan siapa

umum yang berbeda, yaitu:

apakuh rakyul dipandang sebagai
pilibannya dun sekaligus mencalonksn diri
dukah rakyal dipandang sebugui anggota yang tidak
wakilnya, nika ukan dihasilkan dug sistern pemilihan

1. Sistem pemilihan mekanis, yaitu pandangan dimana rakyat dipandang sebagai suatu

masa individu yang sama, Aliran Liberalisme, Sosialisme dan Komunisme semua
bcrfia.sarkan pandangan “mekanisf’ ini, Bedanya hanyalah liberalisme mengutamakan
individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks
hubungan antar individual yang bersifat kontraktual, sedangkan sosialisme dan
khususnya komunisme mengutamakan totalitet kolektif masyarakat dan mengecilkan
peranan individu dalam totalitet kolektif ity Walaupun demikian semua aliran Ji atas
itn mengutamakan individu sebagai pen gendali hak pilih uktif dan memandang rakyat
(korps pemilih) sebagai suatu musa individu yang masing-masing mengeluarkan satu
suara (suara dirinya sendiri) dalam tiap-tiap pemilihan.

2. Sistem pemilihan organis, yaitu pandangan dimana rakyat dipandang sebagai
sejurnlah individu yang hidup bersamu-sama dalam beraneka warga persekutuan
hidup: genealogis (rumah tangga, keluarga), fungsional tertentu (ekonomis industri),
lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga sosial (universitas).
Masyarakat dipandangnya sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ yang
mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitet organisme itu, yaitu
persekutuan hidup tersebut di atas. Berdasarkan pandangan ini persekutuan hidup
itulah yang diutamakannya sebagai pengendali hak pilih, atau dengan perkataan
lain, sebagai pengendali hak untuk mengutus wakil kepada perwakilan masyarakat.

Meénurut sistem pemilihan mekanis, partai politik yang mengorganisasi pemilih dan
memimpin pemilihan berdasarkan sistem Bi Party atau Multi Party (Liberalisme
Sosialisme) atau sistem Uni Party (Komunisme), sedangkan menurut sistem pemilihan
organis, partai politik tidak perlu dikembangkan karena pemilihan diselenggarakan
dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri.

Menurut sistem yang pertama Badan Perwakilan bersitat Badan Perwakilan
kepentingan umum rakyat selurubnyd, menurut sistem yang kedua Badan Perwakilan
bersifat Badan Perwakilan kepentingan khiusus persekutuan hidup itu. Dalam bentuk
paling ekstrim yang satu menghasilkan “Parlemen”, yang lain menghasilkan “Dewan
Korporatil”, Perlu diperhatikan bahwa kedua sistem itu dapat juga dikombinasikan khusus
dalam negara dengan sistem bi-kameral.
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dari omlalh swarg di -
. kelarkin olen korps pemilih i distrik ity, Umnpamanys suatu

disteik pemiliban, kareny
. » RACRA penduduknyy ¢ udl: :
wakilnya 10 orang, dinpg tap kursi y1: cukup padit, mekd ditetapkan jurnlal

S s,y g, 1 S
: ; i Sait banya 180,000 suja, maka
ﬁara y di . diupl::lrl:;e;&gl ﬁurfl Ilnell_l'ddl'lB.OGG. Sekarang tergantung kepada jumlah
dibagi 18.000. Sistem i e 1 bctla;? partai politik yang ikut pemilihun umum, dengan
. o e int dapat dilaksanakan dalam 300 variasi, tetupi ada dua metod
yang utama: » ICldp ua metode

a. Single transferable vote (Hare system), di mana pemilih diberi kesempatan

gg?;‘;?g‘iﬁzzlpﬁlﬁiﬁeﬁ:, kfadua dan selemsnyg dafri distrik pemilihan yang
ditentukan, dan segera 'uml;Jlg:;n e dlp{.:ﬂukan untuk pemilib
sisa suara. maka i da aJt i m:j eutamaan pertama d1;?enuhi, dan apabila ada
Contoh j’umlah e P IP. ahkan kepada calon ben'kumya, dan seterusnya.
_ ' . yang diperlukan untuk dapat terpilih sebagai wakil rakyat
di Badan Perwakilan Rakyat di suatu distrik pemilihan 10.000 suara. Calon
A mendapat 19.000, B mendapat 9.000, C mendapat 7.000 dan D mendapat
5.000. Kalau didasarkan atas perhitangan suara secara distrik, maka yang
terpilih sebagai wakil rakyat dari distrik pemilihan tersebut adalah A, dan
suara untuk calon lainnya tidak dihitung, Kalau didasarkan kepada imbangan
suara 10.000, maka yang terpilih adalah A juga, tetapi karena dipraktekkan sistem
Hare, maka kelebihan suara dari A sebmyék 9.000 dapat dipindahkan kepada
calon B, sehingga calon B juga terpilih, dan kelebihan suara dari calon B
sebanyak 8.000 dapat pula dipindahkan kepada calon C, sehingga calon ini
juga terpilih, kelebihan suara sebanyak 5.000 diipat pula dipindabkan kepada
- calon D, yang akhirnya juga terpilih. Jadi yang seharusnya terpilih hanya A,
karena memenuhi jumizh yang ditentukan, akibat dipakai sistem Hare, maka
keempat calon pada akhirnya terpilib semua. Adanya penggabungan suara ini,
~ maka kemungkinan bagi partai politik yang kecil mendapat kursi di Badan
Perwakilan Rakyat selalu ada, Sebaliknya sistem ini menghendaki suatu
perhitungan yang cermat, karena berbelit-belit. '

b List system, di mana pemilih diminta memilih diantara daftar calon yang berisi
sebanyak mungkin nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum,

Apabila terlalu banyak partai politik di Badan Perwakilan Rakyat, mak; akibatnya
tidak ada partai politik yang menguasai secara mayoritas suara di Badan Perwakilan
Rakyat, Oleh karena itu setiap kali tetjadinya pembentukan kabinet, selalu dengan cira
koalisi antara beberapa partai, agar kabinet tersebut mendupit kepercayan dari Budin
Perwakilan Rakyut, Setiap koalisi didusarkan kepada kompromi yung setiap saat dupat
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VI, HASIL PEMILTHAN UMUM -

Dari hasil pemilibin umum di Mnanngthai Sldn'll');if hari Senin tanggal 27 Fanua
1975, tickik ada satupun dari 42 partai peserta Pemllh 1an umt.lr.n Ya(lllg menang muflyy
Dengan demikian maki pcmcrintalln%n akan merupakan .ko:msn, sedang .pa:rlcmen ks
erdiri dari sekitar 20 pirta, Pcmlhhaln umum yang dls.e enggara?cz?n N1 merupakay
pemililin umum yang paling dcmekmt:s selama lebih dari 40 tahun ini dan berlungsung
dengan aman., Pemilihan pertama dtsclcnggamkafl pada t.alm.n 1932, yang' menghapuskan
monarki  mutlak din diganti dengan monarki konstitusional serta tidak ada pars;
pemcrintah  yang ikut pemilihan, Hanya sal:llh satu hfil. yang agak mengecewakan dalam
pemililin nmum ini adalah bahwa dart 19 uta pemll_lh yang berhak suara, hanya 409,
<ajit yang menggunakan haknya. Muangthai pada saat 1tu secara keseluruhan berpendudyk

40 juta orang. |

Dari 42 partai yang bertarung dalam pemilihan umum ini untuk memilih 269 wakil
rakyat dafam parlefnen, hanya 22 partai yang berhasil mendapatkan lfursi dalam parlemen,
hasil pilihan kurang dari 40% warga yang memmiliki hak suara. Dari 22 partai itu, hanya
sembilan parlai yang memiliki 10 kursi atau lebih, Tigabelas partai lainnya terpaksa
berbagi 34 kursi sisa, diantaranya lima partai masing-masing hanya memiliki satu kursi

Perincian pembagian kursi di parlemen, hasil pemilihan umum ini  adalah
sebagai berikut. !

No. Urut Nama Partai Jumlah kursi yang diperoleh
1. Partai Demokrat ' 72
2 Partai Keadilan Sosial 45
3 " Partai Nasional Thai 28
4 Partai Agraria Sosial o 19
5. Partai Aksi Sosial ' 18
6. Partai Nasionalis Sosial 16
7 Partai Sosialis 15
8 Partai Kekuatan Baru 12
9. Partai Uni Sosialis 10
10-22 13 Partai Lainnya 4
22 Partai 269 Kkursi

i’
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Untuk dapat memenungkun

farus dilwnfln‘.l\ LAS Rwrsi, Dy iy peibiglan kursi <Il;.ki'll'mtll fﬂkllf?l}li4'kllri"1£?‘1Y”
add .\".Tm partaipun )’l\l}ﬂ memperolel aviyorityy mml'uk s--ld' (L: f’dlml ——
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am pembentukan koulisi oposisi bersama dengun tiga
partai keturunan UTPP (Partai Persatuan Rakya( Thajland yang mendukung rejim militer

di b:ll\\"dh PM 'ﬂmnom lflitti]ka(.:hom, yang kini telah dibubarkan), yaitu Partai Nasional
Thai (28 kursi). Partai Agraria Sosial (19 kursi) dan Partai Nasionalis Sosial (16 kursi).
Kenyataannya dalarp pembentukan kabinet koalisi yang terjadi adalah koalisi antara Partai
Demokrat (72 kursi) dengan Partai Nusional Thai (28 kursi), Partai Agraria Sosial (19
kursi), Partai Aksi Sosial (18 kursi) dan Partai Kekuatan Buru (12 kursi), tetapi ternyata
koalisi ini tidak ada ketentuannya. Akhimnya pada waktu dilakukan pemungutan suara
di parlemen untuk memilih perdana menteri yang baru pada tanggal 13 Februari 1975,
tokoh Partai Demokrat Seni Pramoj berhasil terpilih scbagui perdana menteri dengan
kelebihan 81 suara di atus saingan terdekatnya yaitu Mayjen Chatichar Choonhavan,
sekjen Partai Nasional Thai, yang didukung oleh angkatan bersenjata. Dengan demikian
berakhirlah suato permainan politik yang hangat di negara ini sejak pemilihan umum
tanggal 26 Januari 1975, tetapi Seni Pramoj masih harus menphadapi tugas berat,
yaitn membentuk kabinel yang mau tidak mau harus berkoalisi, mungkin dengan beberapa
partai kecil diantara 22 partai yang berhasil memperoleh kursi dalam parlemen tersebut.
Dalam pemungutan suara anggota parlemen Muangthai tanggal 13 Februari 1975 itu,
hanya 223 anggota parlemen dari 269 -anggota parlemen yang hudir. Dari 46 anggota
yang tidak hadir, kebanyakan terdiri dari anggota yang tudinya hadir tetapi meninggalkan
sidang pada saal pemungutan suara diselenggarakan, sebagai protes terhadap keputusan
ketua sidang parlemen Prasit Kanchanawat, yaitu pada waktu membuka acara
pemungutan suara itu, Kanchanawat menetapkan keputusan yang melaranyg kehadiran
non-anggota dalam pemungutan suara, dan larangan itn mencakap jnga para wartawa.
Kemudiun, karena banyaknya protes anggota, Prasit Kunchunuwut meucubut kembali
status sidang tertutup, tetapi bunyak anggotit sudah terlanjur meninggatkan sicang, Mula-
mula Giga anggotu dicalonkun oleh sidang untuk memperebntkan kedudukan culon perdiuni
menteri, yaitu Seni Pramoj, Chatichai Choonhavan dan Kukrit Pramoj, tetupi Kukrit
Pramoj kemudian langsung mencibut namanyu sendiri waktu pemnngutan snata dinwlai,
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